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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan klerikal, biasanya melebihi 

beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih. Ini disusun dengan tujuan 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi yang terjadi (Zaki Baridwan, 2010:3). 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari 

beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling 

mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu 

prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain 

(Mulyadi, 2013). Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling 

berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara 

tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-

ulang. Dengan kata lain melakukan aktivitas atau kegiatan secara berulang 

dengan cara yang sama. (Ismail Masya, 1994). Menurut Narko (2003:3) 

Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan 

suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat diketahui bahwa prosedur ialah suatu serangkaian kegiatan yang 
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biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi 

perusahaan yang berulang terjadi secara seragam. 

2. Pajak 

a. Definisi Pajak 

Pajak adalah kontribusi wajib keapada negara yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2008): 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

b. Fungsi Pajak 

  Fungsi pajak merupakan bagian dari tujuan pajak, sedangkan 

tujuan pajak berhubungan dengan tujuan negara, dimana tujuan pajak 

itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi dasar 

landasan tujuan pemerintahan. Di dalam tujuan pajak maupun tujuan 

negara semuanya mengarah pada tujuan masyarakat. Dimana tujuan 

masyarakat inilah yang menjadi falsafah bagi bangsa dan negara, 

sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat itu hendaknya 

dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan masyarakat itu sendiri. 

Ada dua fungi pajak, yaitu : 

Pengembalian Kelebihan…, Mukhammad Zaenun Rokhman, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

10 
 

1) Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

c. Pengelompokan Pajak 

1) Menurut Golongannya 

a) Pajak Langsung 

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebabkan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2) Menurut Sifatnya 

a) Pajak Subjektif 

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 
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b) Pajak Objektif 

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) 

3) Menurut Lembaga Pemungutnya 

a) Pajak Pusat 

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

b) Pajak Daerah 

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

daerah terdiri atas : 

(1)  Pajak Provinsi 

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

(2)  Pajak Kabupaten/ Kota 

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan 

perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 
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d. Tata Cara Pemungutan Pajak 

1) Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

a) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada 

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang 

sesungguhnya diketahui. 

b) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal 

tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang 

untuk tahun pajak berjalan. 

c) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung didasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya 

pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut 

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika 

lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 
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2) Asas Pemungutan Pajak 

a) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. 

Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak. 

c) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

negara. 

3) Sistem Pemungutan Pajak 

a) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus. 

2. Wajib Pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan 

pajak oleh fiskus. 
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b) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya  pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

(1)  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada Wajib Pajak sendiri. 

(2)  Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

(3)  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c) With Holding System 

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

e. Tarif Pajak 

1) Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
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2) Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

3) Tarif Progesif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

4) Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

3. Restitusi (Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) 

a. Pengertian 

Restitusi pajak adalah sebutan umum yang dibuat untuk 

mengartikan proses pengembalian biaya kelebihan pajak yang 

tercantum dalam suatu surat keputusan bagi kalangan pembayar pajak 

(rekanan). Surat yang mengatur restitusi ini biasa dikenal dengan nama 

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 

(SKPPKP). Surat ini dikeluarkan oleh negara agar tidak terjadi 

penyalahgunaan dana pajak yang berlebih dalam suatu instansi 

perpajakan. 

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi 

apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran 

pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak 

tidak punya hutang pajak lain. 
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b. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

1) Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar 

lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang : 

a) Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke 

Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

tempat WP terdaftar atau berdomisili. 

b) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

dalam hal: 

(1)  Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih 

besar daripada jumlah pajak yang terutang; 

(2)  Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak 

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika 

terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung 

dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan 

pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai tersebut; atau; 

(3)  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah 

pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak 

yang terutang. 
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c) SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 

(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara 

lengkap. 

(1)  Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak 

permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak 

memberikan keputusan, maka permohonan dianggap 

dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. 

(2)  Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada Wajib 

Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 

(satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

c. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib 

Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu 

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat 

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 

adalah : 

1) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas 

2)  Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT 

Tahunan PPh kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan 

ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari 
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Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak 0,5% 

(setengah persen) dari jumlah peredaran usaha yang tercantum 

dalam SPT Tahunan PPh tersebut; 

3) Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum 

dalam SPT Tahunan PPh paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

milyar rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau 

4) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan untuk 

suatu Masa Pajak paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya paling banyak Rp 

28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). 

 

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala KPP 

melakukan penelitian atas : 

1) Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya; 

2) Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; 

3) Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan 

4) Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam 

SPT perubahan alamat. dan menerbitkan Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak 

Penghasilan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan 
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diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal 

hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran SPT tidak 

lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai 

dengan yang tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan 

perubahan alamat sehingga Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP 

harus memberitahu secara tertulis kepada WP. 

 

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) 

a. Pengertian 

Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 

seharurnya tidak terutang. 

b. Penerbitan SKPLB 

SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit 

pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah 

pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan 

untuk: 

1) Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada jumlah pajak yang terutang. 

2) Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar 

dari pada jumlah yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut 

oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang 

Pengembalian Kelebihan…, Mukhammad Zaenun Rokhman, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

20 
 

terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi 

dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai tersebut. 

3) Pajak perluasan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 

dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 

c. Fungsi SKPLB 

Sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan 

pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. 
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